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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 (65, 021-8997 IE}HH - \;u’ra!mim : www. belasikab. goid
BEKAS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503,15/ 8% /1 /SK - SDIT/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU
“ AL-BARKAH “

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a, bahwa pendidikan adalah tangpung jawab Keluarga, Masyaralat
dan Pemeritdali:

b. bahwa uniuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan  pendidikan, Yayasan [SLAM AL-
BARKAH EATIMAHA beralamat di Jl. KH. Abu Bakar RT. 02 |
EW. 06 Dsaj/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Karang DBahagia,
Kabupalen Bekasi telah mengusahakan didirikannya 8D Islam
Terpadu (SDIT] AL-BARKALT,

buhwa Yuyvasan ISLAM AL-BARKAH KATIMAHA telah memilild
| semua persyaratan uniuk program lersebut diatas;

' bahwa untuk maksud sebagaimana tersebul diatas pada huruf a,
b dan ¢ tersebut diatas dipandang perlu adanya lzin Operasianal
8D Islam Terpadu (SDIT} AL-BARKAH, yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Salu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belasi.

+ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nastonal;

2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan Pemerintah Pusat dan Dacrah;
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3, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kata;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 060U /2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Momor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengdinan,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

7. Peruluran Gubernur Jawa Baral Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat,

8, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061 /Kep.53-Org /2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadna
Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;

9, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisast Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi;

WPératuran Bupatt Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Aerubahan kedua atas Peratursm Bupat Bekasi Nomor 5 Tahun
" 2010 tentang Penyelengparaasn Perizinan dan  Pelimpahan
Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan
Otonomi Dacrah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : AHMAD ALI NURDIN, SH
Tanggel +29 Juni 2012
Nomor e A
Tentang Pendirian Yayasan [SLAM AL-BARKAH KATIMAHA

2. Hasil Tim Penilai fentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah
Swasta,

3. Surat Rekomendasi Operasional Sekeolah dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi Nomor : 420/2235/Bid.5D/Disdile, tanggal 27
Desember 2017
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MEMUTUSEKAN

Menctapkan
PERTAMA : Memberikan [zin kepada ;

Nama Yayasan : Yayasan ISLAM AL-BARKAH KATIMAHA

Alamat - JI. KH. Abu Bakar RT. 02 / RW. 06 Ds/KeL
Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia,
Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan 8D Islam
Terpadu :

Mama Sekolah + SDIT AL-BARKAH
Alamat :Jl. KH. Abu Bakar RT. 02 / RW. 06, Desa Karang
Anyar, Kee, Karang Bahagia, Kab. Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

KEDUA - Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melaloulean daftar
ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan SD Islam
Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan
olehi Satuan Kerja Peramgkat Daerah yang mempunyai bidang tugas
pokol dan fangsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tangpal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemucizamn han terdapat kekeliruan dalam
penietapan ini akan diadakan perbaikan seperfunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tangpal : 1 P
KEPALA DINAS PENANAMAN MEDHL DAH
7 JFELA ANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan disampailean kepada Yih;

1. Bupati Belkasi;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi:
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
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